BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomoar 12 Tahun 2006, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan

Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat i Magelang
dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Magelang ke Kecamatan
Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor 36) |

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4388) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4587) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21

Seri E Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

13

B Dipindai dengan CamScanner



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magelang,

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang;

3. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;

4, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia : .

5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang;

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

7. Panitia Pemilihan adalah panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;

8. Tim Pemantau Kabupaten adalah tim yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa di wilayah Kabupaten Magelang ;

9. Tim Pemantau Kecamatan adalah lim yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa di wilayah kecamatan ;

10.Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa
setempat yang telah melalui proses penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai bakal calon berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

11.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah melalui proses penyaringan dan
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih;

12.Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dan dapat
berasal dari unsur perangkat desa, pegawai negeri sipil kecamatan atau tokoh
masyarakat setempat yang dipandang mampu ;

13. Penduduk adalah penduduk desa setempat;

14.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan
untuk menggunakan hak pilihnya dan tercantum dalam DPT ;

15.Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;

16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan
Bakal Calon dari warga masyarakat ;

17.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan berupa
pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon dan/ atau seleksi dari segi
kemampuan Bakal Calon ;

18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjulnya disebut DPS adalah daftar pemulih
sementara yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah DPS yang telah diumuman,
dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran, keberatan yang
diajukan oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;

20.Pemungutan Suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan, pemungutan.
penghitungan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan benta acara
penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara ;

BAB Il

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Baglan Pertama
Pembentukan Panltia Pemilihan

Pasal 2

(1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa yang dimulai dengan pembentukan Panitia
Pemilihan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala
Desa;
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(2) Bagi Desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum berakhir masa jabatannya
pembgnttultc;p] P:mt:zla P;mtlihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabataf;
Penjabat (Pj.) Kepala Desa berakhir dengan tetap berpedoma )
ditentukan oleh Bupati; ng p berp n pada jadwal yang

(3) Apabila dalam batas wakiu sebagaimana tersebul pada ayat (2) belum dapat dibentuk
Panitia Pemilihan, BPD melaporkan alasan-alasannya kepada Bupati;

(4) Petibentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
ditetapkan dengan keputusan BPD;

(5) Tembusan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikiimkan kepada
Bupati dan Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan, dengan dilampiri Berita
Acara dan daftar hadir rapat pembentukan Panitia Pemilihan;

Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari unsur perangkat
desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang jumlah dan
susunannya disesualkan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan
memperhatikan keseimbangan antar unsur ;

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jujur, adil dan tidak
memihak.

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :
Ketua;

Wakil Ketua;

Sekretaris,

Bendahara;

Seksi-seksi, yang terdiri dari :

- Seksi Pendaftaran Pemilih;

- Seksi Penjaringan dan Penyaringan;

- Seksi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;

- Seksi Keamanan;
- Seksi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dengan

mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan keuangan desa.
(3) Masing-masing Seksi terdiri atas Ketua Seksi dan dapat ditunjuk Anggota.

Pasal 5

a0 o

Panitia Pemilihan dilarang :
a. mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
b. menjadi tim sukses atau pendukung salah satu calon Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan diberi kewenangan untuk membuat kop
surat dan slempel,

(2) Bentuk kop surat dan stempel Panitla Pemilihan adalah sebagaimana tersebut dalam
lampiran Peraturan Ini.

Baglan Kedua
Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, di
tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibentuk Tim Pemantau;

I_'is_
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(2) Pembentukan, susunan I-t_e#_anggﬂtaan dan tugas-tugas Tim Pemantau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camal.

Pasal 8

(1) Susunan Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :
Bupati;

Wakil Bupati;

Komando Distrik Militer 0705 Magelang;

Kepolisan Resort Magelang;

Sekretaris Daerah;

Asisten Administrasi Pemerintahan;

Dinas Pendidikan;

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,

Kantor Departemen Agama;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

Bagian Pemerintahan Desa;

m. Bagian Hukum.

(2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas setiap tahap pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa;
b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/ atau setelah
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; :
¢. Mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 9

TET T~ a0 oD

(1) Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :
a. Camat sebagai Ketua;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
c. Kapolsek, Danramil, Kasi Kecamatan yang membidangi dan unsur lainnya sebagai
Anggota.
(2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Mensosialisasikan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pemilihan

Kepala Desa;
b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada seliap tahapan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa;
¢. Memberikan arahan dan/ atau bimbingan terhadap Panitia Pemilihan dalam rangka

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
d. Menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul selama dan/ atau setelah

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; -
e. Melaporkan kepada Bupati melalul Tim Pemantau Kabupaten baik secara periodik

maupun kasuistis;

BAB Il
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Baglan Pertama
Pendaftaran Pemilih
Pasal 10

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing dusun dengan
menggunakan formulir DPS;

b
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(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan/ atau bertempat tinggal tetap di
desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dihitung )
sampai dengan hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kariu Tanda
Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang sah;

b. Telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan
suara dan/ atau telah/ pernah menikah;

c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

(1) DPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 7 (tujuh) hari kepada
masyarakat di masing-masing dusun di tempat yang mudah dibaca paling lambat 1
(satu) bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara,

'(2) Masyarakat dapat mengajukan saran, usul dan/ atau perbaikan serta keberatan
mengenai DPS yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan selama jangka wakiu

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Perbaikan terhadap DPS dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka
waktu pengumuman;

(4) Saran, usul dan atau perbaikan serta keberatan dari masyarakat yang melewati jangka
waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dipertimbangkan lagi.

Pasal 12

(1) DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) ditetapkan
menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari

pelaksanaan pemungutan suara;

(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat suara, sural undangan pemberitahuan pemungutan suara dan
keperiuan administrasi lainnya,

(3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih
yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan kehilangan hak pilihnya karena tidak
lagi memenuhi syarat;

(4) Apabila terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan kehilangan
hak pilihnya karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,
Panitia Pemilihan mencoret nama pemilih tersebut dari DPT;

(5) DPT dibuat dalam rangkap 3 yang masing-masing untuk Camat, BPD dan Panitia
Pemilihan.

Bagian Kedua
Persyaratan, Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 13

(1) Yang berhak mencalonkan dirl menjadi calon Kepala Desa adalah Penduduk Warga

Negara Republik Indonesia dengan syaral-syaral :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuktikan dengan surat
pernyataan bermeterai cukup;

¢. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) dan/ atau sederajat;

d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sampai dengan
penutupan pendaftaran Bakal Calon yang dibuktikan dengan akte kelahiran;
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e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
umum dan dokter jiwa pemerintah;

f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian:

g. Sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa
sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa berakhir yang dibuktikan dengan
surat pernyataan bermeterai cukup;

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman
penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan
bermeterai cukup;

i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

j. Mencalonkan diri menjadi Kepala Desa,

k. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa
tersebut;

|. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
dua kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

m. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa;

(2) Anggota TNI/ POLRI, pegawal negeri sipil dan perangkat desa yang mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga harus memiliki surat izin/ persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

(1) Kepala Desa atau Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala
Desa harus menyatakan non aktif dari jabatannya selama proses pemilihan Kepala
Desa dengan surat permnyataan bermeterai cukup dan menunjuk Pelaksana Tugas (PIt.)
Kepala Desa;

(2) Perangkat desa atau Penjabat (Pj.) perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa harus menyatakan non akiif dari jabatannya selama proses pemilihan
Kepala Desa dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

(3) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyatakan non aktif
dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan Kepala Desa dengan surat pemyataan
bermeterai cukup.

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan Bakal Calon meliputi pengumuman
pendaftaran dan pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari;

(2) Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama pelamar sebagai Bakal Calon yang berhak
mengikuti penyaringan dengan Surat Keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat
bakal calon yang mendaftar, waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;

(4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
terdapat bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati
lewat Tim Pemantau Kabupaten.

Pasal 16

(1) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dengan cara
mengajukan permohonan pencalonan yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai
cukup dengan dilampiri berkas persyaratan dalam rangkap 4 (empat) dan ditujukan
kepada Panitia Pemilihan dengan lembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua BPD;

(2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Daftar Riwayat Hidup,
b. Fotocopy ljazah / STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta
yang asli sebagai tanda bukdi;
c. Fptocupr Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Karlu Keluarga (KK) yang telah
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti;
d. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian ;
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e. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter U i
B A mum dan Dokter Jiwa
f. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yan
yang asli sebagai tanda bukti; R e W Haensn b
g. Surat izin/ persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi Perangkat
Desa, PNS dan anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayalg{zﬁ;

h. Surat Pernyataan :
1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Pemerintah;
2) g:nggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala
53,
3) Tidak pemah dihukum karena melakukan lindak pidana kejahatan dengan
hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
4) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun

atau dua kali masa jabatan;
5) Non aktif dari jabatannya selama proses pemilihan Kepala Desa (bagi Kepala

Desa, Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan anggota BPD) ;
6) akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak akan membuat gangguan
kemanan dan ketertiban masyarakat,
i. Visi dan Misi Calon Kepala Desa;
j. Foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 17

(1) Bakal calon yang ijazah/ STTB/ STK hilang, sebag ai gantinya dibuktikan dengan Surat
Keterangan di atas kertas bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/ Perguruan yang
bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang;

(2) Bakal calon yang ijazah/ STTB/ STK rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan
di atas kertas bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/ Perguruan yang bersangkutan

dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 18

Apabila pada saat pendaftaran bakal calon terdapat lebih dari satu akte kelahiran, maka
yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akte kelahiran yang diterbitkan paling awal.

Pasal 19

(1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 meliputi :

a. Penelitian persyaratan bakal calon ;
b. Seleksi kemampuan bakal calon apabila terdapat lebih d_ari 5 (lima) orang bakal

calon .

(2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, bakal calon diben
kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han;

(3) Apabila terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon , Panitia
Pemilihan melakukan klarifikasl ke instansl yang berwenang;

(4) Berkas permohonan yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi syarat
dikembalikan kepada bakal calon dengan tanda terima.

Pasal 20
(1) Nama-nama bakal calon yang memenuhl persyaratan diumumkan dengan cara
ditempelkan di tempat umum yang mudah dibaca dalam jangka waktu 7 (tujuh) han ;

(2) Penduduk dapat mengajukan keberatan terhadap nama-nama bakal calon dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya nama-nama bakal calon ;

(3) Panitia Pemilihan wajib memberikan langgapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari sejak diterimanya keberatan tersebut; -
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(4) Keberatan yang diajukan getelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana
dimaF::d pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil
pemilinan.

Pasal 21

Panitia Pemilihan mengirimkan tembusan berkas permohonan pencalonan yang
dinyatakan memenuhi syarat kepada Bupati dan Camat paling lambat 4 (empat) hari sejak

berakhirnya jangka waktu pengumuman,
Pasal 22

(1) Bakal calon yang dapat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima)

orang,
(2) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan, Panitia
Pemilihan melaksanakan seleksi tertulis untuk menentukan 5 (lima) calon Kepala Desa

berdasarkan urutan nilai tertinggi;

(3) Apabila dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu
bakal calon yang menempati urutan lima karena memperoleh nilai dengan jumiah

sama, maka dilakukan seleksi ulang untuk bakal calon yang memperoleh nilai sama
tersebut sehingga hanya terdapat 5 (lima) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi
berdasarkan urutan nilai;

(4) Pelaksanaan dan hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

(1) Materi Seleksi meliputi :
a. Pengetahuan tentang kepemimpinan;
b. Pengetahuan tentang pemerintahan desa;
¢. Pengetahuan umum;
d. Peraturan Perundang-undangan;

(2) Materi Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan,
dan apabila dipandang perlu dapat meminta fasilitasi dari kecamatan;

(3) Materi Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan tidak boleh
dibocorkan kepada siapapun.

Pasal 24

(1) Apabila sebelum penetapan calon Kepala Desa, semua bakal calon mengundurkan
diri, maka pemilihan Kepala Desa dianggap gagal dan dilakukan pendaftaran ulang;

(2) Bakal calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mencalonkan kembali.

Pasal 25

(1) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD dengan Keputusan BPD;

(2) Tembusan Keputusan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupali dan Camat.

Baglan Ketiga
Perslapan Pemungutan Suara

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk tentang pelaksanaan pemungutan
suara paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
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(2) Panitia Pemilihan memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang
mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara
kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan;

(3) Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan
tanda tenma;

(4) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (2) masih terdapat pemilih yang belum
mendapatkan Surat Undang_a_n Pemungutan Suara, maka pemilih yang bersangkutan
dapat meminta kepada Panitia Pemilihan;

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan dilanjutkan dengan
pengundian tanda gambar untuk masing-masing calon Kepala Desa;

(2) Calon Kepala Desa harus mengikuti pengundian tanda gambar;

(3) Setelah pengundian tanda gambar, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada
calon Kepala Desa mengenai tata cara kampanye;

(4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

a. Tanda gambar padi (nomor urut 1) ;
b. Tanda gambar ketela (nomor urut 2 ) ;
¢. Tanda gambar jagung (nomor urut 3 ) ;
d. Tanda gambar kelapa (nomor urut 4 ) ;
e Tanda gambar kacang (nomor urut 5 ).

Bagian Keempat
Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 28

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diperbolehkan untuk melakukan kampanye
dalam rangka memenangkan dirinya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. materi kampanye bersifat penyampaian pesan, visi dan misi, program kena dan
pemasangan tanda gambar/ foto calon Kepala Desa;

b. kampanye dapat dilakukan dalam pertemuan-pertemuan terbatas atau melalui
media cetak/ elektronik dengan penyebaran pamfiet, leaflet atau sejenisnya yang
berisi visi, misi dan program kerja dengan memberikan kesempatan yang sama
kepada semua calon Kepala Dess;

c. waktu kampanye adalah setelah dilakukan pengundian tanda gambar calon Kepala
Desa sampai dengan pukul 18.00 WIB hari itu, dan setelah itu adalah masa tenang

sampai dengan saat pemungutan suara;
(2) Untuk menjaga ketertiban umum, kampanye tidak boleh dilakukan Jdi tempat-tempat
ibadah;

(3) Calon Kepala Desa diperbolehkan memperbanyak tanda gambar atau folo calon
Kepala Desa dengan biaya sendiri untuk disebarluaskan atau ditempelkan di tempat-
tempat yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban
umum;

(4) Dengan pertimbangan agar terwujud iklim sejuk dan kerukunan antar warga, tanda
gambar calon Kepala Desa dipasang secara berdampingan pada tempat yang telah
ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

(5) Dalam radius 100 meter dari Tempal Pemungutan Suara (TPS) tidak diperbolehkan
memasang tanda gambar maupun foto calon Kepala Desa.

Pasal 29
Dalam pelaksanaan kampanye dilarang

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar
MNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
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b. merusak takr;da kg:;mhar.’ foto atau menjelek-jelekkan pribadi calon Kepala Desa:

c. menggunakan kalimat yang tidak sopan, mengandung unsur pornografi atau menghi
suku/ agama/ golongan tertentu; pomog menghina

d. menghasul atau mengadu domba sekelompok orang, persecrangan dan/
organisasi kemasyarakatan/ politik yang ada di desa; P gan dan/ atau

e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada Pperseorangan, kelompok masyarakat dan atau golongan
kemasyarakatan/ politik yang ada di desa;

f. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;

g. melakukan pawai dan/ atau pengerahan massa untuk mendukung calon Kepala Desa

tertentu;
h. menggunakan fasilitas kendaraan dinas.

Pasal 30

(1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29
dapat dikenakan sanksi berupa teguran terfulis alau penghentian kegiatan kampanye
bagi yang bersangkutan oleh Panitia Pemilihan,

(2) Pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan kepada
aparat yang berwenang.

Pasal 31

Bentuk, waktu, tempat dan tata cara kampanye sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku dapat diatur dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani
oleh para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Pemungutan Suara

Pasal 32

(1) Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan
oleh Panitia Pemilihan;

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di satu tempat
pemungutan suara (TPS) dalam wilayah Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan
dalam waktu 1 (satu) han;

(3) TPS ditempatkan di lokasi yang menjamin kebebasan, kerahasiaan pembenan suara,
Icetaltihan dan keamanan dengan memperimbangkan kemudahan untuk dijangkau oleh

pemilib;
(4) TPS tidak boleh berlokasi di tempat ibadah, termasuk halamannya.

Pasal 33
(1) Jumlah bilik suara pada tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumiah pamilih
dalam DPT dengan asumsi bahwa satu bilik untuk kurang lebih 300 pemilih;

(2) Dalam bilik suara disediakan
b. Foto dan tanda gambar calon Kepala Desa;
c. Meja atau yang sejenis;
d. Alat dan alas pencoblosan.

Pasal 34

(1) Dalam hal pemungutan suara tidak dapal dilaksanakan lepal waktu, Panitia Pemilihan
mengusulkan kepada Bupall untuk ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari disertai
dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Bupati dengan pertimbangan Tim Pemantau dapat menunda pelaksanaan pemungutan
suara;
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(3) Apabila terjadi penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
DPT yang digunakan adalah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

(1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, masing-masing calon
Kepala Desa menunjuk Saksi;

(2) Penunjukan Saksi oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00
WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara;

(2) Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir, pemilih yang sudah berada di TPS
tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya;

(3) Calon Kepala Desa dan Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa harus berada di
TPS paling lambat 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara dibuka;

(4) Saksi dari mahing-rnasing calon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan
Saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 37

(1) Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam
setelah waktu yang telah ditetapkan, dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing
calon Kepala Desa;

(2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih
meliputi nama dan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa, tata cara dan
sahnya pemungutan suara, jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, tugas,
wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa,

(3) Setelah pembukaan, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menunjukkan
kepada semua yang hadir bahwa kotak suara kosong.

Pasal 38

(1) Panitia Pemilihan meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang
hadir untuk disesuaikan dengan DPT;

(2) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan kepada Panitia Pemilihan berhak
mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia
Pemilihan apabila setelah dibuka Surat Suara dalam keadaan rusak;

(3) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1
(satu) kali;

(4) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan pada saat penggantian
sural suara.

Pasal 39

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 memuat tanda gambar calon
Kepala Desa sebagai berikul :

a. Kotak tanpa tanda gambar " (Kotak Kosong) ;
b. Tanda gambar padi (nomor urut 1) ;
c. Tanda gambar ketela (nomorurut 2 ) ;
d. Tanda gambar jagung (nomor urut 3 ) ;
e. Tanda gambar kelapa (nomor urut 4 ) ;
f. Tanda gambar kacang (nomor urut 5 ).

(2) Jumlah tanda gambar pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa;

(3) Apabila jumlah calon Kepala Desa kurang dari 5 (lima) orang, tanda gambar yang tidak
digunakan harus dipotong.
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Pasal 40

(1) Saal pemungutan suara, pemilih mencoblos salah satu tanda gambar dalam Surat
Suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan:

(2) Pemilih melipat kepﬁba]l surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke iu;tak
suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

(3) Pemilih yang karena sakit atau keadaan fisikknya tidak memungkinkan untuk
memberikan suaranya pada bilik suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota
Panitia Pemilihan dengan diketahui cleh saksi masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 41

(1) Panitia Pemilihan, Cala_:m Kepala Desa dan Saksi dari masing-masing calon Kepala
Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah pemungutan suara

selesai,

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat)
untuk Panitia Pemilihan, BPD, Bupati dan Camat. !

Bagian Keenam
Penghitungan Suara

Pasal 42

(1) Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumiah pemilih yang menggunakan hak
pilihnya memenuhi kuerum 2/3 (dua pertiga) dari jumiah pemilih yang terdaftar dalam
DPT;

(2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara terbuka sehingga semua calon Kepala
Desa, saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dan penduduk yang hadir dapat
menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;

(3) Pada saat penghitungan suara, setiap surat suara diteliti sah/ tidaknya dan dibacakan
tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilih serta dicatat di kertas penghitungan

suara,

(4) Calon Kepala Desa dan/ atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal
yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan
segera mengadakan perbaikan.

Pasal 43

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila : )
a. Surat Suara resmi yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan

dan terdapat stempel Panitia Pemilihan;

b. Surat Suara berlubang pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa yang
dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

¢, Surat Suara yang dicoblos masih dalam batas garis tanda gambar calon Kepala
Desa;

d. Surat Suara yang dicoblos dengan lubang lebih dari satu namun masih berada di
dalam satu tanda gambar calon Kepala Desa.

(2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan/ surat suara palsu ;
b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap/ stempel Panitia

Pemilihan ;

c. Terdapat tanda tangan atau memual tanda coretan yang menunjukkan identitas
pemilih ;

d. Sural suara dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar calon Kepala Desa .

e. Mencoblos kotak tanpa tanda gambar (kotak kosong), kecuali dalam hal pemilihan
calon tunggal |

f. Mencoblos diluar kotak tanda gambar calon Kepala Desa pada Surat Suara yang
disediakan;
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g. Surat suara dicoblos tidak dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
h. Surat suara rusak / sobek, baik disengaja ataupun tidak disengaja ;
i Surat suara yang tidak dicoblos sama sekali / tidak berlubang.

(3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara dianggap tidak sah, diumumkan kepada
yang hadir pada saat penghitungan suara.

Pasal 44

(1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada hari dan tanggal itu juga Panitia Pemilihan
bersama-sama para calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing calon Kepala
Desa menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dalam rangkap 4 (empat)
yang masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, Bupati dan Camat;

(2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/ atau saksi dari masing-masing calon
Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara;

(3) Selain tersebut pada ayat (1), setelah penghitungan suara berakhir Panitia Pemilihan
berkewajiban untuk mengamankan seluruh dokumen pemungutan dan penghitungan
suara.

Pasal 45

(1) Pada saat penghitungan suara, calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing
calon Kepala Desa harus berada di TPS untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan
suara;

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah bagi calon Kepala Desa yang telah
mendapatkan izin dari Panitia Pemilihan.

Pasal 46

Setelah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan
mengumumkan hasil penghitungan suara kepada semua orang yang hadir dengan
disaksikan oleh calon Kepala Desa dan/ atau saksi dari masing-masing calon Kepala
Desa.

Pasal 47

Panitia Pemilihan membuat laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilampiri
dokumentasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Bupati
dan Camat.

BAB IV
ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 48
(1) Administrasi pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Daftar Pemilih Sementara; (Form A1)
b. Daflar Pemilih Tetap: (Form A2)
¢. Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara; (Form B)
d. Surat Suara; (Form C)
e. SK Penetapan Angaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Form D1)
f. SK Penetapan Bakal Calon ; (Form D2)
g. SK Penetapan Bakal Calon Yang Berhak mengikuli Seleksi Tertulis, (Form D3)
h. SK Penetapan Calon Kepala Desa apabila lidak dilakukan seleksi
tertulis; (Form D4)

i. SK Penetapan Calon Kepala Desa apabila dilakukan seleksi tertulis; (Form D5)
). Berila Acara Penelitian Berkas (Form E1)
k. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi tertulis; (Form E2)
|. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Ulang (Form E3)
m. Berita Acara Pemungutan Suara; (Form E4)
n. Berita Acara Penghitungan Suara, + (Form ES)
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(2) Panitia Pemilihan dapat menambahkan jenis administrasi pemilihan Kepala Desa lain
yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku:

(3) Administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana Form terlampir.

BABV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 49

(1) Penyusunan Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan,
Pemerintah Desa dan BPD;

(2) Dalam penyusunan Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan harus
mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;

(3) Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD.

Pasal 50

(1) Sumber biaya pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

(2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak boleh dibebankan sebagian dan/
atau seluruhnya kepada calon Kepala Desa;

{3) Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes).

Pasal 51
Biaya pemilihan ulang Kepala Desa dibebankan pada APBDes.

BAB VI
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 52

(1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik
oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;

(2) Pada saal pelantikan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya
masing-masing dan dipandu cleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;

(3) Pada saal pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa, ditunjuk 1 (satu)
orang petugas rohaniawan untuk masing-masing agama calon Kepala Desa dan 2
(dua) orang saksi.

Pasal 53

(1) Urutan Acara dalam pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa adalah
sebagai berikut :
. pembukaan;
pembacaan Keputusan Bupati
pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janiji;
kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
sambutan-sambutan;
pembacaan do'a;
. penutup.

(2) Kepala Desa yang akan diambil sumpah/ janji dan dilantik memakai Pakaian Dinas
Upacara warna putih-putih,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal |0 7)anvari 2003

BUPATI MAGELANG,
I ﬂ L] —_—
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid,
pada tanggal ) ’7anwr‘. 1007

SEKRETARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 2-

; .
Nol JABATAN | PARAF
ol
tseens 14
2|h R X%
3| KA DA ; | In
4[KASURBAC s | |
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR Z TAHUN 2007
TANGGAL : 10 Januar) 2007

1

PEDOMAN KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian alas tengah dari kertas sural
dengan huruf/ tulisan berwarna hitam.

2. Isi lulisan dan ukuran :
a. Tulisan pada baris paﬂamn dengan hurul balok lebal : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA ...

b. Tulisan pada hans Icedun dangan hurul  balok lebal | "KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG"

¢. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kecil tipis :"Sekretariat : .................... {ditulis alamat
kantor sekretariat panitia) Telp..............Kode Pos............... 3

d. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan “Sekretariat” di beri garis tebal.

3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani
oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.

4. Bentuk surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya secara lengkap sebagai berikut .

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..
KECAMATAN ..o KAB LI'FATEN MAGELANG

Sekretarial -............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.......... kode pas.........

ﬁﬁ
Tempal dan tanggal pembuatan sural

Kepada

Nomor M
Sifat :
Lampiran : di -
Perihal

Pembuka surat

Isi Surat

Penutup surat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...ovvinnimnien KABL.IFMEN hﬁEELﬂNG
Kelua Sekrelaris

(Stempel Panitia Pemilihan)

---------------------------------------------------------------
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B. Pedoman Stempel Panitia Pemilihan :
|. Bentuk, Ukuran dan Isi Tulisan Stempel Panitia Pemilihan :
a. Slempel Panitia Pemilihan berbentuk Oval ;
b. Ukuran:

- Lingkaran Luar (Garis A) : Diametler Panjang = 5 Cm, Dameter pendek = 3 Cm
- Lingkaran Tengah (Garls B) : Diameter Panjang = 46 Cm, Dameter pendek = 2.6 Cm

1 (jarak garis A dan B adalah 0,2 Cm)
- Lingkaran Dalam (Garis C) : Diameter Panjang = 4 Cm, Dameter pendek = 2 Cm
2. lsi Tulisan

a. Tulisan tengah ; "PANITIA®
b. Tulisan atas : "PEMILIHAN KEPALA DESA"

¢. Tulisan bawah : "DESA..........ccccnne KECcioiiinniininnns

3. Tinta yang digunakan berwamna ungu.
4. Conloh bentuk dan tulisan Stempel Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

3Cm

BUPATI MAGELANG

ta""‘-"""‘—m r—

SINGGIH SANYOTO

No JARATEY
TI3EN A

l—--l'—--—-H-v-- R T T

Alane | A%q

3 RALAG turud ] o

4 [KASUBBAGPLR vuan; X |

-
- e o —

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA

Form A1

L S KECAMATAN
DESA KABUPATEN
STATUS JENIS NOPPEN |
NO | NAMALENGKAP | TGLLAHIR | ool o | em N b ALAMAT PEKERJAAN | KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 3 g

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner
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2 3 7 =] ]
i
|
Ditetapkan di: ......c.cocoiinmrsnnes
Diumumkanitanggal ..................c..... Padatanggal ............ccocvneenne
Panitia Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua Ketua

(tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan)

(tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan)

Dipindai dengan CamScanner




Form A £ ‘
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DEBA

DUSUN - . KECAMATAM
DESA SR L Vi e KABUPATEN
STATUS JENIS NOPPEN /
1 2 3 4 - B 7 B g

Dipindai dengan CamScanner
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Ditetapkan di: ...........ccooevannns

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

(tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan)

Dipindai dengan CamScanner



FormB

BENTUK SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

NOMOr ™ PEMILINI
SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .............cccorvieniareiponenn KEC. ..o

Kepada

Nama Pemilih e AR

Jenis Kelamin b R i

Umur Ty R

Alamat b R R T
Untuk mamberikan suara pada :

Hari RS . | F— di

Wakiu NS SR

Dikeluarkan pada tanggal ............oooen 20

PERHATIAN : Panilia Pemilihan Kepala Desa
1. Untuk pemberian suara, Sural Undangan Ketua

ini harus dibawa oleh pemilih sendin yang
namanya tercantum diatas dan diserahkan

kepada Panilia Pilkades (o rieeesennd)
2. Sokali-kali tidak bolsh diwakilkan Cap dan tanda tangan
3. Waktu pemungutan suara pukul 08.00 s/d 14.00
4. Diisl dengan huruf cetak
O S S R S s Sy s o
T T IPANITIA
SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..........c.c.ccoceiviiiininns REG. iiiaamires
Kepada : i
Mama Pemilih
Jenis Kelamin
Umur I ————————
Alamat b S e b
Uintuk memberikan suara pada
Hari RPN 1 (JSANAO NSRRIty - P
Dikeluarkan pada tanggal .................... 20.....
PERHATIAN :

Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Untuk pemberian suara, Sural Undangan Kehs

ini harus dibawa oleh pemilih sendir yang
namanya lercanlum diatas dan diserahkan
kepada Panitia Pilkades

Sekali-kali lidak boleh diwakilkan

Wakiu pemungutan suara pukul 08,00 s/d 14.00
Dii=i dengan huruf cetak

Cap dan tanda tangan

&k

Dipindai dengan CamScanner
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FormC

BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

{Tampak bagian luar)

KETUA

SURAT SUARA PANITIA PEMILIHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KEPALA DESA
REGAMATEN ....coiciilnmag | ¢ it
(Tampak bagian dalam)
TLLITI LERIN DANULL SERELUM
ANDA MENENTUKAN PILINLAN
TANDA GAMBARL
UNTUK
PEMILIIIAN KEPFALA DESA
6)] (0]
KETELA EBFLAFL RATAYR
- 33Cm -

v

Dipindai dengan CamScanner



Form D1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .ovimmmminin

KECAMATAN.....ccooumemrnnnasannas KABUPATEN MACELANG
Sekretariat i.......c....
e —— e ———————————

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..
KECAMATAN .. i .. KABUPATEN HAGELAHG
HDMGH. Veeskessl ws
TENTANG

ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALADESA .................. ..
KECAMATAN ...............ccovivvee.. KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ... ... .. .....

Menimbang : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
e KGCamatan L ...... Kabupaten Magelang
Tahun ............ perlu disusun Angguran Elaya Pemilihan Kepala Desa:

b. bahwa untuH makaud tersebul di atas periu diletapkan dengan Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Mengingst ' 1. Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dsarah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4548),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa |

4, Peraturan Daersh Kabupaten Magelang Momer 13 lshun 2006 tantang
Badan Permusyawaratan Desa |

5. Peraturan Bupati Magelang Nemor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pamilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;

6. Peraturan Desa .. . Noemor ....... Tahun .. _...... tentang
Anggaran Fendapatan dan EEIHI’I]E Desa
7. Keputusan BFD . . Kecamatan . viviiraaeee. Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan I{apa*ra Desa ................... Kecamatan
; .. Kabupaten Magelang,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA . Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan
siene  KBbupaten Magelang nhlglmana tersabut dalam
ﬁlmsﬂmn kﬂputuunlri
KEDUA ' Keputusan inl mulal berlaku selelah mendapatkan pengesahan dan Badan
Permusyawaratan Desa,
Ditetapkan di Desa ...
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..
KETUA
Tembusan Kepada Yth
1. Bupahhlngulang AR AR RARARR RN
2. Camat .,
3 Hagalal:ma
4, KetuaBPD ..........coviinimvmvnssnis |35

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN | : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALADESA ................c.ooes
NOMOR :
TANGGAL :

ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ..
KECAMATAN .........coon. .. KABUPATEN Mﬁ.GELAHG TAHUN .......c......

l. PEMASUKAN :

L [ 21+ TN
B s By
C. Dst 21 TO—
Jumlah R coivsinsnsivsticinns

Il. PENGELUARAN

A, Sekretarial T R

B. Perlengkapan BP.. coinnssisisinmsnns

C. Konsumsi Rpiscainais

D. Honorarium i TR

E. Dst B i

Jumlah L T ———
. SISA RP: «comisassisiis =

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..

KECAMATAN .. . K.H.BUPATEN MAGEL&NG
“KETUA
“-3-' !I

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN Il : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
NOMOR .
TANGGAL :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PEMILIHAN KEPALADESA ..............cccocov

KECAMATAN ............coovvannn, KABUPATEN MAGELANG TAHUN ................
; NO URAIAN VOLUME | SATUAN HARGA JUMLAH KETERANGAN
i1 2 3 4 5 ] 7
|
Jumlah
Blaya Tak Terduga
Jumiah Total

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA .........................
KECAMATAN .........cccooene.. KABUPATEN MAGELANG
KETUA

Dipindai dengan CamScanner



Form D2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..cooouvvsvsvssscecsrrsrreen
KECAMATAN.........0nuresrnesses KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :...ocuen
— e —

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ................. .........
KECAMATAN _............ocoocoveeeen.. KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :........c cosvinievinnninns
TENTANG
BAKAL CALON KEPALADESBA ............cocooiviiininnns
KECAMATAN ............cccce ... KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........ciiinniiinnnn

Menimbang - a. bahwa dengan telah ditutupnya waktu pengumuman dan pendaftaran pada
penjaringan bakal calon Kepala Desa ................ Kecamatan
viveeseseese. Kabupaten Magelang Tahun ............ periu ditetapkan

nar;;-nama bakal calon kepala desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas periu ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mangingst - 1. Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Dsarah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomer
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Memor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4548),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2008 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa |

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2008 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ;

§. Peraturan Bupali Magelang Nomor ...... Tahun 2007 tentang Petunjuk
Palasksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa |
6. Keputusan BPD .............ccco..... Kecamatan ... Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... Kecamatan
rreresnans-eas Kabupaten Magelang.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA £ anvasans (oovroeesosescesisansesesssvesstenennsne) Dakal  calon  Kepala Desa
sevsierenrieneinessansenirere KOCBMBIAN oiiivivimaimi. Kabupaten Mage'ang
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA . Bakal calon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak untuk
mengikuti tahap penyaringan dalam pemilih kepala desa;

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Desa ...
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ........occoivinnninnnan
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang,

I T SR e

3, Ketua BPD .......cocvivmiimianrinanns

| 41 |

Dipindai dengan CamScanner



KECAMATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALADESA ..........ococovvenrnrnnnnens .
NOMOR
TANGGAL :

DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALADESA ..o

....................... KABUPATEN MAGELANG TAHUN ...

NO

NAMA

TANGGAL LAHIR ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...............
KECAMATAN ......coonvmmmmnnnniann
KETUA

42 |

Dipindai dengan CamScanner



Form D3

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA cooovvevstvenesierenrnn,

KECAMATAN....ccoieimniiinseransns KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat :....

it

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..
KECAMATAN . : . KABUPATEN MAGEL.RNG
NGMGH S

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TERTULIS
PADA TAHAP PENYARINGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ............cc.ccovciiiinen

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan terdapat
lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan, sehingga periu
dilaksanakan Seleksi tertulis,

b. bahwa uniuk peleksanaan seleksi terfulis sebagaimana dimakeud hund a,
perlu ditetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti seleksi,

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Dasa,

Mengingat : 1. Undang = undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernntahan Daerah
{Lembaran Megara Tahun ;2004 Momor 125, Tambahan Lembaran MNegara
Momor 4437), sebagaimana telah divbah dengan Undang — Undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNemeor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desza ;

4, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ;

E. Peraturasn Bupati Magelang Nomor ...... Tshun 2007 tentang Pstumiuk
Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Keputusan BFD . Kecamatan . vererereaneen- TENtANG
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .................. Kecamatan
.. Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA, ; { R .J hﬂkﬂl calon KEIpala Dasa Yang berhak untuk
manglkmi seleks! tertulis pad-u lahap penyaringan dalam p-ammhan Kepala Desa
. Kecamalan . . Kabupaten Magelang
snbagalmana tarsabu’t dalnrn lampiran Kapumsan im
KEDUA : Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa ...................
pada tanggal TR
PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ...
KETUA,
Tembusan Kepada Yth
1. Bupati Magelang ST AR N
2. Camat .. —
3. Ketua BFD .. i

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALADESA .............cccccveieees
NOMOR :
TANGGAL

DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TERTULIS

NO

NAMA

TANGGAL LAHIR

ALAMAT

+ o ——— e — s

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ... .. ...

KETUA

Dipindai dengan CamScanner
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Form D4

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ros
KECAMATAN.....ooranrmiansrasnrans KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat i............
m

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..

KECAMATAN .. MBUFJ\TEH HAGEL#HG
NDHDH b
TENTANG
CALON KEPALA DESA ..
KECAMATAN .. I'EABUF.ETEH H.ﬁGEI.AHG

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ...............oiiiniiiniiiin

Menimbang : a, bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Per:w_.raratan pada Tahap
Penyaringan dalam Pemiiihan Kepala Desa .. . Kecamatan
. Kabupaten Magelang Tahun .......... pem ditetapkan

nama-nama calon kapara desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut di alas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentsng Pemerinizhan Dsarsh
(Lembaran Negara Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Megara
MNomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Noemor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Megara Republik Indoesia Nomor 4548),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2008 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa |

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Momor 13 tahun 2005 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ;

5. Peraturan Bupati Magelang Momor ...... Tahun 2007 tentang Peturmjuk
Palsksanaan Pamilihan dan Palantikan Kepsls Dasa

6. Keputusan BPD . Kecamatan . cieieineee.e. Tentang
Pembenlukan Panitia Pemilihan h‘.apali Desa .....cooevvvennns Kecamatan
... Kabupaten Magelang.

g

inga

MEMUTUSKAN ;
Menetapkan : i
PERTAMA A O I o+ | o -1 1 T
Kecamatan ..............coccoi Ksbupaten Magelang sobagsimana tersebut
dalam lampiran Keputusan inl;
KEDUA : Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak
untuk dipilih pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa;

KETIGA : I{uaulutan ini mulai budaku selelah mandlpn'd:an Pangnaahnn dan BPD
.. Kecamatan .. o

PANITIA PEMILIMAN KEPALADESA ...
KETUA

Tembusan Kepada Yth :
;. Bupati Magelang; "
. Camal ..... * B T ¥
.............. 4 45

................... PEETTTTI I

B Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .. =
NOMOR
TANGGAL :

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA ...

KECAMATAN .............

-----------------

KABUPATEN MAGELANG TAHUN ...........

NO

NAMA

TANGGAL LAHIR

ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ..............
KECAMATAN ........

KETUA

Dipindai dengan CamScanner



Form D5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......... i i duTes
KECAMATAN...c.coiruimsnransnrnnns KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat t..or.nn..

— e ——————

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..
KECAMATAN .. LA .. KAB IJFA.TEH HlﬂE LAHG
NQHUH* RS
TENTANG

CALON KEPALA DESA .
KECAMATAN .. KABI..IP.ATEH MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ....................oooooon .

Menimbang - a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Tertulis
pada Tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa ;
Kecamatan ..................... Kabupaten Magelang Tahun ......... .. periu

ditetapkan nama-nama calon kepala desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut di alas perlu ditetapkan dengan Kepulusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Menagingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah

{(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4548),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaien Magelang Nomor 12 tahun 2005 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nemor 13 tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ;

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor ...... Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;

6. Keputusan BPD . ceereen. Kecamatan . erceiiiee.. Tentang
Pembentukan Panttra Pemiliharl Kepala Desa . ...... Kecamatan
.. Kabupaten Magelang.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA ; o, Divisindsmisanasnies Erabria ..) Calon Kepala Desa ......
Kecamnuln P AraE e P thupalm Magelang suhagatmw tersabut
dalam lampiran Haputusan 1ni
KEDUA . Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak
untuk dipilih pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa.
KETIGA ;. Kepulusan ini mulal berlaku setelah mnndlpalk:n pungosahan dan BPD
Kecamatan .. i

Ditetapkan di Desa

pada tanggal
Panitia Pemilihan Kepala Desa .
Kecamatan .. \
Kalun
Tembusan Kepada Yih :
1. Bupati Magnhng. Y
2, Camat .. :

3 Ketua BPD ... oo, :4?

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN ..............ccoocinnnnne

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ..
NOMOR
TANGGAL :

.. KABUPATEN MAGELANG TAHUN

NO

NAMA

TANGGAL LAHIR ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, ......... ..
KECAMATAN ..
KETUA

Dipindai dengan CamScanner



Form E | J

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..ooovvvniiivisinin
KECAMATAN. .c.ccinuerssssnssranss KABUPATEN MAGELANG
Sekretarial .oeeeens

R ————————————————————

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN PADA TAHAP PENYARINGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .........oevcvnrninn.
KECAMATAN ......ccorviivnmininnns KABUPATEN MAGELANG

Kami yang bertanda tangan di bawah Ini selaku Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia

Pemilihan Kepala Desa ..., Kecamatan ...........oveeremissasnnes Kabupaten
Magelang, yang terdiri dari :

a. Nama D e s Selaku Ketua

b. Nama S —— Selaku Anggota

c. Nama A e A e Selaku Anggota

d. Nama , QY P STTIIIS € L OO L T Selaku Anggota

g. Nama D e Selaku Anggota

Setelah pelaksanaan Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon pada tahap Penyaringan
dalam Pemilihan Kepala Desa .............ccoooeveeinnnn. Kecamatan ......c.ccovvieneccnnianns Kabupaten
Magelang, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan bakal
calon yang namanya tercantum dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan

Bakal Calon Kepala Desa yang berjumlah .........cccocciniviciinnnns orang yaitu :
1. Hama | s BY, NBME | ..eiciiiiieciinec it s iass e
TN . s TENAME s i
BLNAMB © covissisesteiini B). Nama
BY NABMB s 9). NBME .o
B, NBMB ! .o sre s na s Dst ...
2. Nama-nama bakal calon kepala desa yang lolos penelitian berkas persyaratan berjumiah
................................ orang sebagai berikut :
1. NABMB ! i B NBIME L s amiss i st
NI e TLMNAME  ocieniamniminmeg
) NAMB 1 oisinminisiilemiiains B NAMB. i
d). N 0 pommoiiissimiiismiviavasssss 8). NBMA  § e ssesssenanns
) T 1 =1 1 Dst
3. Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan, diperoleh ... Bakal Calon
yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagai berikut :
Y, B R
D) B s e
3). B
A TR | AN e e
B Bl i i _
| 49
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4, Dalam pelaksanaan Penelitian Berkas tidak terdapat hal-hal yang ben'entangan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12
Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya;

5 Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan
keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesual dengan keadaan yang sebenarmnya, ditandatangani
oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di...............cccvrvrevnse
Padatanggal ......................

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

Mengetahui,

Ketua Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa)

......................................................................

Isu.

A
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Form E2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ocecvrvrnnmsns

KECAMATAN.....covimminimsvasnnnns KABUPATEN MAGELANG
Sekretarial :............
e

BERITA ACARA
PELAKSANAAN DAN HASIL SELEKSI TERTULIS PADA TAHAP PENYARINGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ..........ccccooviinnie
KECAMATAN .....cocoovvnrinninnrninns KABUPATEN MAGELANG

Kami yang bertanda tangan di bawah Ini selaku Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia

Pemilihan Kepala Desa .........cccooneiriiicssnns Kecamatan ..........cvveineiecinnin Kabupaten
Magelang, yang terdiri dari :

a. Nama N R A G Ao Selaku Ketua

b. Nama TR AR T T Selaku Anggota

. NEME © s Selaku Anggota

R TS et IO e S LS Selaku Anggota

e. Nama WMLAS— e D) Selaku Anggota

Setelah pelaksanaan Seleksi Tertulis pada tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa

................ casssseens KECAMAMAN  ..cocccvceciiiene. K@bupaten Magelang, menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa :
1. Seleksi Tertulis telah dilaksanakan pada :

Hari AR A S AR e

T T

TEMBI = s s s

Wil 3 iieaseas B s

2. Peserta Seleksi Tertulis adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penelitian Berkas yang benumiah

..................... orang yaitu
BN s LNBINE. i
BN i LT TR ——
NI | ssoinsansneEm e RENIME s
MM O s LN D cnsiamiiimimnissuiins
NI I s Dst ...

3. Perolehan nilai Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

Nama Bakal Calon Nilai Nama Bakal Calon Nilai
| IR s Fram I Sy . ———
BB s nsoiiiasmm i | AUV
N e | —
W emniinkidniida - AN P S |
B) G Dst....
i'm |
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4. Dengan demikian Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
berdasarkan urutan nilai tertinggi adalah sebagai berikut :

Nama Bakal Calon Nilai

5. Dalam pelaksanaan Seleksi Tertulis tidak terdapat hal-hal yang berentangan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12

Tahun 2008 dan ketentuan pelaksanaannya,

6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan
keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenamya, ditandatangani
oleh Ketua Seksi Pejanringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di .........cccccoeeivvenicnen
Padatanggal .............ccocoorieies

Seksi Penjaringan dan Penyarningan
Ketua

Menge tahui,

Ketua Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel @anitia Pemilihan Kepala Desa)
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Form E3

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ciiiiniinnns

KECAMATAN. ....ociiiiiisiesasenn KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat !....coenne
e S S e —— . — ]

BERITA ACARA
PELAKSANAAN DAN HASIL SELEKSI ULANG PADA TAHAP PENYARINGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ........coovmininin
KECAMATAN ..........coooevnnnn. KABUPATEN MAGELANG

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia

Pemilihan Kepala Desa ..., Kecamatan .....cccuviieeiimimmmmennenn: Kabupaten
Magelang, yang terdiri dari :

a. Nama e — Selaku Ketua

b. Nama e e T P D Selaku Anggota

c. Nama = o T Selaku Anggota

d. Nama e R T Selaku Anggota

e, Nama R e Py D A Selaku Anggota

menyalakan dengan sesungguhnya bahwa ;
1. Berdasarkan Hasil Seleksi Tertulis pada tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala

5, | s Kecamatan .........c..umiminnn Kabupaten Magelang yang telah
dilaksanakan pada :
Hari I e AU B A e Pt
tanggal R LT LT A e ot |
Tempat A e S s R
Wakiu T A TINT Bt ististachatics
dengan perolehan nilai sebagai berikut :
Nama Bakal Calon Nilai Nama Bakal Calon Nilai i
1) Pl |- R R e O A
Y iR | i y . S W= v N S
T R | Vi - A T R
B e snn e rermsssasnaseess | srasmcsannsnges T VI T CoNT RGN [ —
B i s e | iR adE Dst.
Dengan demikian terdapat ... e e ) bakal calon yang
memperoleh nilai sama pada nomor urut ..........ccoviens T, e sebagai berikut :
B NEMB. s e i
BN i sy
¢. Nama AR AR S I
CNBIMA. 5
G.NEMA | ..

2. Bakal calon yang memperoleh nilai sama sebagaimana angka 1 berhak untuk mengikuti
Seleksi Ulang pada Tahap Penyaringan;

3. Adapun Seleksi Ulang telah dilaksanakan pada :

Hari - s i RE
tanggal AR R RS S e R SRR S AR
Tempat i s e GRS
Waktu E bbb i [ RN e g
53 |
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4. Perolehan nilai Bakal Calon Kepala Desa dalam Seleksi Ulang sebagai berikut :
Nama Bakal Calon Nilai

B,

5. Dengan demikian Bakal Calon yang berhak ditelapkan sebagai Calon Kepala Desa
berdasarkan urutan nilai tertinggi setelah dilaksanakannya Seleks| Ulang adalah sebagai
berikut :

Nama Bakal Calon Milai

6. Dalam pelaksanaan Seleksi Ulang tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12

Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya;

Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan
keterangan yang lidak sesuai dengan kenyalaan yang sebenamya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani
oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

|

Ditetapkandi.............ccccoeinne
Pada tanggal ..........cocoon o

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....................................

Mengetahul,

Ketua Sekrelaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilhan Kepala Desa)

......................................................................
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Form E4

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

_ KECAMATAN...c.ccooiiarnisanssnses KABUPATEN MAGELANCG
Sekretarial i...ooeeenne

%

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...............
KECAMATAN ........c.cciviirnnn KABUPATEN MAGELANG

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa .............. Kecamatan ................
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
B N - 3 s s Selaku Ketua
B NBMA - i Selaku Wakil Kelua
S NAITA T & s Selaku Sekretaris
2. Para Calon Kepala Desa ..., Kecamatan
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
B NI 2 o trami et RS tanda gambar
B, MBI} s sramsamsmmmresssins tanda gambar
B MBI § cmmcmmmmmessmisismmmsrerarssers tanda gambar
A NGME ;e snns tanda gambar W N R
8. NaMa | .o tanda gambar -S| S

Menyalskan sah terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang

dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa .........ccccovvvevessenssiinsnnens Kecamatan
................................. Kabupaten Magelang yang berlangsung pada har ........cccenenn.
T R T T . tahun dua rbu ... yang
dimulai dari pukul ........ccccovvvn. WIB sampai dengan pukul .......cccceeeunes WIB dan lelah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan catatan sebagai berikut :

1 Penggunaan hak pilih :

a. Jumlah penduduk yang berhak memilih RS orang

b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih - ... orang

¢. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih SR—
2 Penggunan surat suara :

a. Jumlah sural suara yang diterima Panitia Pemilihan SRR— )

b. Jumiah sural suara yang digunakan Yoo lembar

c. Jumlah sisa surat suara D s, EMDAr

3 Jumlah sisa sural suara pada angka 2 (dua) huruf ¢ di atas terdiri

dari :

a, Jumlah sural suara yang rusak/ sobek (dikembalikan) B lembar

b. Jumlah sisa surat suara yang belum dipakai e e lembar
55 :
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Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani

oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon Kepala Desa.

Nama
MNama

Nama

Nama
Nama
Nama
Nama

Nama

Ditetapkan di ...

Pada langgal ...........cccoeennnninnn

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ..o

-------------------------------------------

Selaku Ketua

Selaku Wakil Kelua

Selaku Sekretaris

( )
e )
b otmismapird )

CALON KEPALA DESA .......coovviciiiimsinraaniis

U —— Tanda gambar

Tanda gambar
Tanda gambar
Tanda gambar

Tanda gambar

..............

Cseunuraae )
fibinamainrns )
( s
G )
T — )
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Form E5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........

KECAMATAN.......cocevmraniennn {KABUPATEN MﬁhE‘.LﬁNL
Sekretariat :............

s e —

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .........c.c............
KECAMATAN ..........ccccoomirnrnnnnn, KABUPATEN MAGELANG

.Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ...........coccoocoen. Kecamatan
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
O MO ¢ onsiiaesaiiiiivissi Selaku Ketua
T A Selaku Wakil Ketua
G NI .o Selaku Sekretaris

............................

2. Para Calon Kepala Desa ................ Kecamatan .. .
Kabmaten Magelang, yang terdiri dari :
BNIMR 3 i i tanda gambar R e
BNAMB S s s tanda gambar R
CNIMB . e tanda gambar B G
B Y smeaens tanda gambar D Bl s RS
N i tanda gambar

3. Para Perwakilan Saksi dari Calon Kepala Desa
............................ Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
B ¢ s Saksi dari Calon Sdr.
b.Nama © ... Saksi dari Calon Sdr. -SPRP——
C.Nama : .o Saksi dari Calon Sdr. J———
d Nama @ ... S R UL LT £ Saksi dari Calon Sdr. e .
0N i e Saksi dari Calon Sdr. e i O R

Selelah bersama-sama mengikuti pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan suara.
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1, Pelaksanaan pengitungan suara hasil pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa

................................ Kecamatan ................... Kabupaten -‘Magelang yang
dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa ... ... . Kecamatan
........................... Kabupalen Magelang pada hari ........................ langgal .. ”
T - tahun dua ribu .........., S—— , telah dilaksanakan dcﬂglﬂ lancar,
tertib dan demokratis dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

a Sdr. A Tl landa gambar . . ; ... mendapat suara,

b. 8dr.......... tanda gambar mendapalt suAra’

c SBdr ..o, tAnda gambar o Mmendapat .. suara,

d Sdr . .. tanda gambar . mandapat suara;

R . | —— ..... tanda gambar ................ o . mendapal ...........suara,
5t 1
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- e
2. Jumlah penduduk yang berhak memilih TP orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih ¢ ..o, orang

3. Jumilah surat suara yang dinyatakan tidak sah b Ervmivisnnbatasassmsertssssss TN

4, Dalam pelaksanaan penghitungan suara dimaksud, lidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya;

5. Pelaksanaan penghitungan suara dimaksud disaksikan juga oleh para calon kepala desa
dan/ atau saksi dari masing-masing calon kepala desa,

6. Kami bersedia diambil tindakan sesual ketentuan yang berlaku apabila menyatakan
keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibual sesual dengan keadaan yang sebenarnya, ditandalangani
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Calon Kepala Desa dan Saksi dari masing-masing
Calon Kepala Desa.

Nama

Mama

Nama

Nama :
Nama :
Nama
Nama !

Nama :

Ditetapkan di ...
Padatanggal ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ...
_____________________________ e Selaku Ketua o }
........................................... Selaku Wakil Ketua Liinnannassaimig
........................................... Selaku Sekretaris bsashumaamosi
SAKSI DARI MASING-MASING
CALON KEPALA DESA CALON KEPALA DESA
................................................... ) NAMA § s Qssnsnnnieneeecs)
.................................................. ] NAMB §  cncmmmsssiamssenss framsiaieiens: )
................................................... ) Nama e T T el | }
................................................... ) NAM P s )
) Nama : ( )

' e
g
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PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DAERAH

JI Letnan Tukiyat No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, s Desember 2006

e Kepada :
Mz 141 1963 102/2006 Yth. 1. Sdr. Camat Sawangan
oifa Penling/ Segera 2. Sdr. Camal Kajoran
L mMprn - 3. Sdr. Camat Ngablak
bt Pemberhentian Kepala Desa dan di-
Fengangkatan Pj Kepala Desa KABUPATEN MAGELANG

Sehubungan dengan telah meninggalnya Kepalz Desa Kapuhan
Kec, Sawangan, Kepala Desa Wonogiri Kec. Kajoran dan Kepala Desa
Jogenayan Kec. Ngablak, maka diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai
benkut : '

1 Mendasarkan pada pasal 45 ayal (3) Perda Nomor 12 Tahun 2006 tenta »g
Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Saudara agar menginformasikan kepada pimpinan BPD. unluk segera
mengusulkan pemberhentian kepala desa yang meninggal duma tersebut
kepada Bupati Magelang melalui Camat;

P

Sszhubungan dengan hal tersebut, untuk memperlancar penyelenggaraan
pemerintahan desa, Camat agar mengusulkan calon Penjabat (P} ) Kepala
Desa kepada Bupali Magelang dengan mendasarkan pada aspiras: yang
berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non
termal, misalnya usulan dari BPD dijadikan salah satu dasar perimbangan
1etapi tidak dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD.

3 Sesuai Pasal 52 Perda Katupaten Magelang Nomor *2 Tahun 2006. bahwa
Penjabat (Pj.) Kepala Desa dapat berasal dari unsur perangkat desa, PNS
kecamatan atau lokoh masyarahkal setempat

Demikian atas perhatiannya disampaikan tenma kash

Tembusan , Kepade Yil .H|-p ;:?

! Bupat Magelang. sebagai laporan:
2 Pit Sekretans Daerah Kab. Magelang.
3 Camat se Kabupaten Magelang. ] i
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